
 

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No. 6338 KESRA. Penyelenggaraan. Haji dan Umrah (Penjelasan 

atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 75) 

 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2019.... 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 

 

 

I. UMUM 

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, 

mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur 

hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan 

yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi 

Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan 

hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin 

meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan 

Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan 

syariat.  

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan 

beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, 

pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah, maupun pengawasan 

terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh 
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karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam 

praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan 

sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, 

transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan 

Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah. 

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak 

cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah 

tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di 

dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Adapun pokok 

pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Jemaah Haji, 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran 

serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpegang pada 

kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak 

sewenang-wenang.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas kemaslahatan” adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan 

demi kepentingan jemaah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan demi 

memberikan manfaat kepada jemaah. 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan 

demi keselamatan jemaah. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan 

dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan secara 

terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh 

informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset. 

Huruf j  

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.  

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas.    

 

Pasal 5 

Cukup jelas.    

 

Pasal 6 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “nomor porsi” adalah nomor urut 

pendaftaran yang diterbitkan oleh Menteri bagi Jemaah Haji 

yang mendaftar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “masa pelunasan” adalah pembayaran 

yang dilakukan Jemaah Haji untuk melunasi pembayaran Bipih 

setelah BPIH ditetapkan oleh Presiden. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas.  

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “berangkat melalui PIHK” adalah warga 

negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji 

mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan 

mendapatkan pelayanan dokumen, transportasi, akomodasi, 

konsumsi dan kesehatan melalui PIHK. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
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Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah paspor dan visa 

untuk pelaksanaan Ibadah Haji. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
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Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelindungan warga negara 

Indonesia di luar negeri” adalah pendampingan dan 

penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah Haji 

menghadapi permasalahan selama melaksanakan 

perjalanan Ibadah Haji. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah 

jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah 

Haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelindungan keamanan” adalah 

keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang 

bawaan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 
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Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Ibadah Haji 

berakhir” adalah Kloter Jemaah Haji terakhir yang tiba di 

Indonesia. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “jaminan bank” adalah garansi bank 

atau deposito atas nama biro perjalanan wisata. 

Huruf d  

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kuota haji Indonesia” adalah kuota haji 

aktual hasil dari keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi 

dan Pemerintah. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah kondisi 

Jemaah Haji Khusus dalam keadaan sakit, hamil, atau 

menunggu mahram. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelindungan warga negara 

Indonesia di luar negeri” adalah pendampingan dan 

penyelesaian dokumen perjalanan apabila jemaah 

menghadapi permasalahan selama melaksanakan 

perjalanan Ibadah Haji khusus. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah 

jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah 

Haji Khusus, jaminan pengembalian kerugian jemaah yang 

gagal berangkat dan/atau pulang, serta pelayanan bantuan 

hukum. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelindungan keamanan” adalah 

keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang 

bawaan. 

 

www.peraturan.go.id



No. 6338 -12- 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “jaminan bank” adalah garansi bank 

atau deposito atas nama biro perjalanan wisata. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelindungan warga negara 

Indonesia di luar negeri” adalah pendampingan dan 

penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah Umrah 

menghadapi permasalahan selama melaksanakan 

perjalanan Ibadah Umrah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah 

jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah 

Umrah, jaminan pengembalian kerugian bagi Jemaah 

Umrah yang gagal berangkat dan/atau pulang, serta 

pelayanan bantuan hukum. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelindungan keamanan” adalah 

keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang 

bawaan. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

www.peraturan.go.id



No. 6338 
-15- 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas. 
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Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 
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